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Abstrak
 

Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai

Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi

pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak

dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh

simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum

mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun

tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia.

Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut

dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan

pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa

beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang

diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan

dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan

lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga

kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan

tersebut.ason,

<br>

as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the

starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those

three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to

their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However,

the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not

appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will

discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal

code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several

judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data

that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with

articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions

of these actions.
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